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PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

o

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi
Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian
Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907) ;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569;

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Nomor 246
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135).

Undang Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja
Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten
Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven
Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk
Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129).

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389;

Undang —Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab  Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438;
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Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan  dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan ~ Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang _Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tenteng Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan  pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
dan penerapan Standar Penerapan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Perubahan keempat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 22 Tahun 2009 tentang
organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat dewan perwakilan
rakyat daerah Kabupaten Kaimana;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kaimana;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana;

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Distrik dan Kelurahan Kabupaten Kaimana;

Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI KABUPATEN KAIMANA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

1.  Pendapatan

a. Semula Rp. 758.570.636.327,-
b. Bertambah Rp. 12.344.647.154.-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 770.915.283.481,-
2. Belanja
a. Semula Rp. 793.533.454.400,-
b. Bertambah Rp. 32.160.109.020,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 825.693.563.420,-
3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 34.962.818.073,-
2) Bertambah Rp. 19.815.461.866,-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 54.778.279.939,-
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 0,-
2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,-
Pembiayaan Netto Rp. 54.778.279.939,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,-
Pasal 2
(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 14.327.418.690,-
2) Bertambah Rp.  2.559.813.155.-
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 16.887.231.845,-
b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 622.673.940.361,-
2) Berkurang Rp. (5.246.602.612),-
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 617.427.337.749,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1) Semula Rp. 121.569.277.276,-
2) Bertambah Rp. 15.031.436.611 -
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp. 136.600.713.887,-



(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 970.036.690,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 970.036.690,-
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp.  1.857.382.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp.  1.857.382.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp. 5000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 208.269.489,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah Perubahan Rp.  5.208.269.489,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

3) Semula Rp.  6.500.000.000,-

4) Bertambah Rp.  2.351.543.666,-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah Perubahan Rp.  8.851.543.666,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil

1) Semula Rp. 64.156.150.361,-

2) Berkurang Rp. (5.246.602.612).-

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 58.909.547.749,-
b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 499.597.980.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 499.597.980.000,-
c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 58.919.810.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp. 58.919.810.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 0,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp.  3.768.357.808,-

2) Bertambah Rp. 4.278.844.268.-

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp.  8.047.202.076,-



C.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 117.800.919.468,-
RD.

10.725.592.343 -

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah Perubahan

Pasal 3

Rp.

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a.

Belanja Tidak Langsung
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 240.833.459.025,-
Rp.

25.652.237.618.-

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan

Belanja Langsung
1) Semula
2) Bertambah

Rp. 552.699.995.375,-
RD.

6.507.871.402,-

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan

Rp.

Rp.

128.533.511.811,

266.485.696.643,

559.207.866.777,

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja

a.

Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 139.038.269.025,-

2) Bertambah Rp. 14.612.001.818.-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.
Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp.
Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp.
Belanja Hibah sejumlah

1) Semula Rp.  6.934.000.000,-

2) Bertambah Rp.  2.700.000.000,-
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp.
Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1) Semula Rp. 86.531.190.000,-

2) Bertambah Rp.  9.340.235.800.-
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp.
Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp.

153.650.270.843,-

9.634.000.000,

95.871.425.800,



g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp.  6.830.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp.  6.830.000.000,-
h. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp.  1.500.000.000,-

2) Berkurang Rp. (500.000.000),-

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. (1.000.000.000),-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 76.548.804.000,-

2) Berkurang Rp. (1.062.830.000),-

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 75.485.974.000,-
b. Belanja Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 220.442.870.267,-

2) Berkurang Rp. (8.470.664.543).-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 211.972.205.724,-
c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 255.708.321.108,-

2) Bertambah Rp. 16.041.365.945,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 271.749.687.053,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 34.962.818.073,-

2) Bertambah Rp. 19.815.461.866,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 54.778.279.939,-
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
3) Semula Rp. 34.962.818.073,-
4) Bertambah Rp. 19.815.461.866.-
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan Rp. 54.778.279.939,-




. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp.

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah setelah Perubahan Rp.
. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp.

Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman

setelah Perubahan Rp.

Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.
. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.

Pembayaran pokok utang

3) Semula Rp. 0,-

4) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.
. Pemberian pinjaman daerah

1) Semula Rp. 0,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp.



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran |

2. Lampiran Il

3. Lampiran 1l

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah

,Organisasi,Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah)

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum

Diselesaikan Dan Dianggarkan Tahun Anggaran 2013

Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun
Anggaran 2013

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 31 Oktober 2013

]
BUPATI KAIMANA

M\

MATIAS MAIRUMA

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Kaimana
Nomor 72 Tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH

EURU%, S.Sos

EMBINA TK. |
Nip. 196011201980022001

RITA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2013 NOMOR 72



